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Abstract
The issues in this study incrude:r) rc ne imptiiiiiiion 0f market economic syste-m 
run properly and
2) What cpntribution'does taw give .i1 *uiiii tiiirmic and what concept of a 
pro-market Law
Devetopment shoutd oi.-cirdirttd oy usii iii jiiitiut 'o.rm3|ve method and specified 
by an
anatyicat-desuiptrc iipiiii ili,9{ry1it'uitla n obtain the secondary data through a tibrary
research for the ,uoi[[nr/-|- relevant t0 tegal malterials on the theories about laws 
and econonrcs'
which at this point is by using a quatttarive ;;;:i;;; n? r:t?:th t!r, conctudes that the 
svstem of
market econamy refers to the one gir^g-truiiii to individuar to achieve as high 
profit as possible in
the economic urprri.'"ri* is nio iote ir goiiinrrrt as a, econom, system ii 
given to the individuat
as the subiect of economy. Nevgrtlgless, tni iuiiti 
"onony 
i1 not.able t0 be fully conducted wtth1ut
invotving the governmeni tnat in this case tt';;;;;;;;;,1f ti9 taw wnout this' a 
downturn of market
econnny wil occur. The system or ,u*tt iiiigi"y iilri,tn ,-iy,legat suppcrt, particularly 
economic
law will never property rui to achieving the welfare and prospenty'
Kej worul.,' : 'fbe role o.f' /aw, law deue/o\ruutl' markrt ecznlm'y ry'tlttlt
Abstrak
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1)Apakah penerapan sistem ekonomi 
pasar berialan
sebagaimana Vrng linJ;prin Orn Z1 eagaima;u it"n nurut,dalam ekonomi 
pasar dan bagaimana
konsep pembangunan Hukum yang prg pffiri. 
pl..ritian dilakukan dengan menggunakan metode
yuridis normatif O.rgrrip;rit,fuJi ,if.i p"nufitiun deskriptif analitis' Penelitian dilakukan 
untuk
memperoteh ort, ,r[uno.i yinq oila*ur<a["mJi.iri trrmir penelitian kepustakaan terhadap 
bahan
hukum sekunder yang berupa bahan-bahan vtng t*t hubungannya dengan bahan 
hukum mengenal
teori-teori hukum djn teori ekonomi, dril;;.;gjun.[rn in.lisiJ kualitatif' Hasil penelitian
menyimpulkan ,irt Ii'.r*o*i pur.ruOarJn siitem [erekonomian yang memberikan kebebasan
sepenuhnya dalam segala bidang neretoffian lepaOa masing-masing 
inOiviOu untuk memperoleh
keuntungan v"ng ,r[ii*-orr'i,ir. p.run'pl*utiiiun tiour ida, st'iut sistem perekonomian di
serahkan kepada individu pelaku p.,.kono*i,n. tl'*un sistern ekonomi 
pasar seutuhnya tidak
dapat dilaksanakan tanpa campu, t.ng;;';.r.iint.n..{a1ena hanya akan membawa 
pada
keterpurukan prr.rono*[n p.rur, OimariJ peran iemerintah dalam ekonomi pasar adalah 
dalam
bentuk memberikan aturan hukum. SlsdJkonoli ntt11u1pa dukungan hukum 
terutama hukum
ekonomi tidak dapat berjalan sesuaidengan fungsinya menuiu 
pada keseiahteraan dan kemdkmuran'
I(ata kunci : Peran hukum, pembangunan hukum' sistem ekonomi pasal
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Pendahuluan
$aat ini makin banyak negara berkembang yang makin menonjol tingkat
perekonomiannya. Industri dan infrastruktur negam-negara tersebut bertumbuh dan
berkembang sangat pesat di waktu yangrelatif cukup singkat. Pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi ini diclukung oleh globalisasi. Globalisasi didasari oleh
kesadaranbahwa perekonomianakanberjalan lebih efektif clan efisien jika tiap negara
melakukan spesialisasi pada bidang usaha yang dikuasai rlan mengimpor produk
dari bidang usaha yang tidak dikuasai. Berkembangnya teknologi transportasi,
komunikasi, clan informasi, sehingga batas negara menjadi semakirl tidak terasa,
makin meningkatkan laiu globalisasi.
Tetapi, seiring dengan pertumbuhan clar-l pcrkembangan perekonomian
tersebut, makin lebar kesenjangan sosial dalarn masyarakatnya. Pihak vang kava
makin marnpu rnemperkaya clirinya, seclangkan yang rniskin makin terhimpit.
Kondisi ini sangat berdampak parla stabilitas perekouomiau negara tersebut.
Akar dari permasalahan yang timbul dewasa it'ti nerupakan keleinahatt ciari
sistem ekonomi pasar yang banvak clianut banyak ttegara dewasa ini. Dalarn sistetn
ekonomi ini, persaingan sangat ketat. Para pelaku ekonomi vang lebih dahulu
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyesuaikan diri dengan
pergerakan sistem ini akan terus bertahan, bahkan berkembang pesat. Seclangkan
mereka yang tidak dapat lnenyesuaikan diri akair terlibas dau terpuruk.l
Sistem ekonomi pasar merupakan satu elati tiga sistem ekonorni yang
berkembang di dunia. Sistem ekonomi pasar aclalah sistem perekonornian yang
bergantung padakapitalisrne dan liberalisme untuk menciptakansebuah lingkungan
dimana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka
inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya barang yang diproduksi
dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan.2
Pacla sistem ekonomi pasar ini, sektor perekonomian mernberikan kebebasan
sepenuhnya dalam bic{ang perekonomian kepada masing-masing individu untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya sistem ekonomi
ini juga berhubungan kuat clengan kapitalisrne. Pelaku ekonomi yang kuat,
t i\stritliiornaruddin, "sistem Ekonomi Pasar, I ltrkurn lUrnba dan Keseiahteman Bangsa", Dacla Nct, diakses
tanggal 9 April 301 1, hln. 1.
rGrit-rn R dan Ronald Elbert, -lJa.r'zyre.'\ Pearson Ectrcation, NervJerscv, 2006, hhn. 20.
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didukung oleh kemajuan teknologi yar.g memudahkan arus giobalisasi, dapat
memperbesar modalnya, sehingga dapat melakukan ekspansi (perluasan usaha) ke
negara lain. Dalam ekspansi tersebut, mereka juga dapat dengan mudah menekan
pelaku ekonomi di negara lain yang modalnya lemah. Pelaku ekonomi yang kuat
tersebut dapat memaksakan kepentingannya kepada pelaku ekonomi lemah, sehingga
mereka yang kuat akan cliuntungkan sedangkan rnereka yang lernah dirugikan.
Pada sistem ekonomi pasar, keputusan yang tersentralisasi pada Pemerintah
tergantikan oleh keputusan dari jutaan perusahaan clan rurnah tangga.3 Sistern ini
mengandalkan tangan tidak tampak (asas Lissez Foire\ untuk mengendalikan
perekonomian. Sistem ini dikembangkan oleh Adam Smith, tlalam bukunya T/re
LMenlt of Natiort yang rnenyatakan bahwa kegiatan tlalam perekonomian tidak perlu
c{iatur oleh Pemerintah. Apabila individu daiarn masvarakat cliberi kebebasan akan
meningkatkan efisiensi kcgiatan ekonomi yang akhirnva kebebasan tersel-rut akan
mewuj u c-lkan perlumbu han ekonorni ya r1g tegu h.{
Akibat dari sistem ekonomi pasar ini juga terasa sampai ke tatanan negara.
Terutama akibat dikuranginya peran Pemerintal'r. Pacla dekade 1980 an dan 1990an;
sebagian negara berkembang termasuk Inclonesia cletrgan kecepatan yang berbeda-
becla, r'nulai bergerak ke arah sistern perekonomian pasar, dirnana peran aktif
Pemerintah clalam perekonomian clikurangi tlar-r pasar tliberikan keleluasaan lebih
besar demi tumbuhnva perkonomian yang lebih cfisicn.5
lndonesia juga rnengar-rut ekclnorni pasar walaupun tidak secara tegas
menvatakan sebagai salah satu penganut sistem ekonomi pasar. Sesungguhnya
lndonesia sutlah mulai rnenerapkan sistem ekonomi ini untuk memandu
perekonomiannya sejak terlibat clalam organisasi-organisasi perdagangan dunia,
baik secara regional maupun multilateral, seperti GATT, AFTA, WTO, dan lain-
lain.6 Dan sebelumnya, orientasi ekonomi pasar telah clilakukan sejak
diluncurkannya kebijakan regulasi 1983 yarrg bertujuan untuk rnemperkuat
bekerjanya sistem ekonomi pasar di Indonesia.
1 N. Gregorv \,Iankiq l>enunlar Ekononi r\'[akro, Eclisi Ketigu, Salerrl;a lirnpat,Jakart a,2006, hlm. 11.
'Saclono Sukinro, PeugdilarTuti Alikroekononi, Lldisi keclua, Cet. Kccniun, P'LltaiaGrafindo Persada,Jakarta
199(r, hln. 393.
i irlichael P.'Ibclrrro tlan Stephen C. Srnith, Pcnbangumn [)kanoni tli Dunit Keti.qa,trdangga,Jakarta,20(]3, hlm.
80.
" l)ewi.'\vu Pitaloka, .\spek Hukum l)alam likonorni dan llisnisJrfp:lldcvia]r-rpitaloka. wordpress.corn/
2011 / t)3 / , diakses tanggal 9 April 2{)09.
Dhaniswara K. H. Konsep Pembangunan... 567
Namun kenyataannya titlak semudah itu melaksanakan sistem pasar, karena
/zTffilrzfaz.zefu fuz@z.zaotfr,fnalurf ltzgzzJ*.o)or)oururo*n'-
hukum baru maupun dengan transpalantasi hukum asing sebagaimana diutarakan
lemah guna beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Sebagar
akibatnya sistem ekonomi pasar yang diaclopsi tidak dapat bekerja secara maksimal
seperti yang diharapkan, yang disebabkan karena faktor internal sendiri'
Terkait dengan sistem ekonomi pasar, terdapat paham dan pemikiran ekonomi
klasik dan neo kasik yang mengasumsikan, bahwa dalam perekonomian tidak ada
biaya transaksi (zero trnnsnctiott cosf) dan rasionalitas (instruntental rntionnlity).
Berdasarkan paham ini, setiap individu tii indivikasikan bekerja menurut insentif
ekonorni tar-rpa rnemperclulikan t'rleh beragam aspek yang rneliputi aspek sosial
buc{aya, politik, hukum rlan sebagainya yang bagi ekonom hal tersebut tlianggap
ticlak realistis.;
Padahal tanpa clukungan aspek-aspek sosial buclaya, politik, dan hukum
tersebut, ekonomi pasar tidak dapat bekeria maksimal sebagaimana yang
diharapkan, dimana bukannya menyehatkan perekonomian justru sebaliknya malah
menvuburkan praktik monopoli dan persaingan usaha ticlak sehat di dalam Pasar
dan menyebabkan pasar semakin tidak efisien'
Dari kesemua aspek-aspek pendukung ekonomi pasar tersebut, aspek sistem
hukurrr terutama kelembagaan hukum ekonomi merupakan faktor penting karena
aturan hukum akan menjatii aturan perilaku para pelaku dalam Pasar agar tidak
berprilaku menyimpang. Hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan ekonomi
tidak dapat r{ipisahkan satu sarna lain, sebagaimana ajaran Adam Smith yang
mengatakan "tujuan kea,lilan aclalah untuk tnelintlungi clari kerugian" (tlrc end of
justice is the seatre f'ottt iniury).8
Untuk itu diperlukan aclanya peran Pemerintah dalam pembentukan hukurn
ekonorni yang kuat. Dengan adanya hukurn ekonomi yang kuat, diharapkan pasar
tidak terjebak dalam kegagalan. Apabila tidak ada dukungan hukum ekonomi, maka
pasar tidak rJapat bekerja memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Mengingat
pada saat ekonomi pasar cliterapkan, kelembagaan hukum ekonomi yang kita miliki
tidak sesuai lagi clengan perkembangan yang acla'
z Ahma<l Erani yustika , Ekouomi Ke/enbagaan : Di/irtiti,Tboi, dan 5'tnttcgi,lla,vu trledia Publishing,Ja'*a Timur
2006, hlm xi.
I Bismar Nasution, "\Iengkaii Ulang Hukum Scbagai irtdlsan Pctnl>angruran Ekonomi", Orasi Ilmiah
pe'gtrkuhan Sebagai Gum llesar Prrcll Fnkultas I Iukum Universitas Sumaten Utara' lahun 2004, hlm' 2
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Namun kenYataannYa tidak
sistem ini memerlukan adanYa
semudah itu melaksanakan sistem pasar, karena
dukungan institusional kultural dan perangkat
hukum tertentu. Kalaupun ada, perangkat hukum dan institusionalnla masih sangat
lemah guna beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien' Sebagai
akibatnya, sistem ekonomi pasar yang diadopsi tidak dapatbekerja secara maksimal
seperti yang diharapkan, yang disebabkan karena faktor internal sendiri'
Terkait dengan sistem ekonomi Pasar, terdapat paham dan pemikiran ekonomi
klasik dan neo kasik yang rrengasumsikan, bahwa dalam perekonomian tidak ada
biaya transaksi (zero trnnsactiort cosf) rJan rasionalitas (instrumental rationnlity)'
Berdasarkan paham ini, setiap individu di indivikasikan bekeria rnenurut insentif
ekonomi tanpa rnemperciulikan oleh beragam aspek yang meliputi aspek sosial
buclaya, pcllitik, hukum tlan sebagainya yang bagi ekonom hal tersebut clianggap
tidak realistis.T
, Paclahal tanpa dukungan aspek-aspek sosial buclaya, politik, dan hukum
tersebut, ekonomi Pasar tidak tlapat bekeria maksimal sebagaimana yang
diharapkan, dimana bukannya menyehatkan pelekonomian iustru sebaliknya malah
menvuburkan praktik monopoii dan persaingan usaha tidak sehat di dalam Pasal
dan menyebabkan Pasar semakin tidak efisien'
Dari kesemua aspek-aspek penclukung ekonomi pasar tersebut, aspek sistem
hukum terutama kelembagaan hukum ekonomi merupakan faktor penting karena
aturan hukum akan menjacli aturan perilaku para pelaku dalam Pasar agar tidak
berprilaku menyimpang. Hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan ekonomi
ticlak dapat clipisahkan satu sarta lain, sebagaimana ajaran Adam Smith yang
mengatakan "tuiuan kea,lilan acialah untuk melintlungi clari kerugian" (ttrc end of
justice is the seatre front iniury).8
untuk itu diperlukan aclanya peran Pemerintah dalam pembentukan hukum
ekonomi yang kuat. Dengan adarrya hukurn ekonomi yang kuat, diharapkan pasar
tidak terjebak dalam kegagalan. Apabila tidak acla dukungan hukum ekonomi' maka
pasar ticlak rJapat bekerja memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak' Mengingat
pada saatekonomi pasar diterapkan,kelembagaanhukumekonomi ySngkitamiliki
tidak sesuai lagi clengan perkembangan yang acla'
7 Ahmad Erani Yustika , Ekawni Kelenbaaan : Di/irtisi,'lbori, dan J'tratc.{,1}ayu Atedia Publishing,Ja*a lunur
2006, hlm xi.
8 Bismar Nasution, ..\Ieugk.rli Ulang Hukum Sebagai ilrlclasan Pcrnl>angunan Ekonom-i", Orasi 
Ilmiah
pengukuhan Sebagai Gum llesar Plda Fakultas I lukum Universitas Surnatem Utara. f'ahuu 2004, hlm' 2
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Untuk itu diperlukan suatu konsep penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi,
yang dilakukan melalui pembangunan hukum baik dengan cara membuat aturan
hukurn baru maupun dengan transpalantasi hukum asing sebagaimana diutarakan
oleh Hikmahanto Juwana.e
Rumusan Masalah
Sehubungan dengan uraian latar belakang rnasalah tli atas, rnaka pokok
permasalahan dalam penelitian ini aclalah: Pertnntn, apakah peneraPan sistem
ekonomi pasar berjalan sebagaimana yang diharapkan ? Kedus, bagaimana Peran
hukurn elalam ekonomi pasar clan bagairnana kclnscp pcmbangunan llukum yang
pro pasar ?
Tuiuan Penelitian
Berdasarkan rulnusan masalah tersebut di atas, uraka tujuan dari penelitian ini
adalah '. Pertantn, untuk menguraikan, mengetahui cian memahami apakah dalam
penerapannya sistem ekonomi pasar berjalan sebagairr"rana yang diharapkan. Kedun,
untuk menguraikan, mengetahui dan mernahami perau hukurn dalam ekonomi Pasar
dan konsep pembarrgunall hukum yang pro pasar.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penclekatan tipe penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan
mengutamakan bahan kepustakaan berkaitan clengan sistem ekonomi pasar dan
bagaimana hukum dapat memberikan perannya dalarn PeneraPan ekomoni Pasar
yang untuk itu dilakukan dengan cara pembangunan hukum. Spesifikasi sifat
penelitian yang digunakan clalam penelitian ini aclalah rieskriptif analitis, yaitu
untuk mernberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pernbangunan hukum
clan perannya cialam ekonorni Pasar.
Penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan
melalui teknik penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang
') HikrnahantoJuwanrr, Politik Hukurn UU Ilidrurg hlkon.orni cli Incloncsirr, bahan kuliah Aspek Hukum l)alam
Kebiiakan Ekonorni Prograrn Nlag.ister Perencntla^ll Kcbiirrkan Pulik ,\IiUI, hhn. 7.
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berupa bahan-bahan yang erat hubungannya tlengan bahan hukum mengenai teori-
teori hukum dan teori ekonomi, seperti misalnya karya ilmiahbuku-buku dan tulisan
para ahli hukum.
Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan
dengan metocle analisis kualitatif, dimana analisis data yang berasal dari hasil
penelitian disajikan clalam bentuk rangkaian kalimat' Dengan clemikian akan
merupakan alalisis tlata tanpa mernPergunakan baik rumus matematis maupun
angka-angka.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sistem Ekonomi
. Sistern ekonomi aclalah suatu aturan tlan tata cara untuk mengkoorclinasikan
perilaku rnasvarakat (konsumen, protlusen, Petnerintah clan sebagainya) dalarn
rnenjalankan kegiatan ekonomi untuk tneucapai tujuan'r') Dapat juga ciikatakan
sistem ekonomi acialah s*atu kumpula'dari i'stitusi ya'g terintegrasi da. berfungsi
serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk rnencapai tujuan ekonomi tertentu'
Institusi cli sini diartikan secala luas sebagai kurnpulan clari norma-norma, peraluran
atau cara berfikir.ll
setiap negara rnemiliki sistem perekonotnian yang berbecla-beda yang
clipengaruhi selain oleh icleologi suatu bangsa, juga clikareuakan perbedaan budaya
clan pandangan politik di setiap negara- oleh karenanya sistcm ekonomi yang dianut
Indonesia akan berbeda rJengan sistem ekonomi yang dianut oleh Malaysia' Thai-
land, Australia, Inggris dan negara lainnya. Namun pada dasarnya semua sistem
ekonomi tersebut mengarah pada tuiuan yang sama, yaitu : 1' mencapai tingkat
kemakmuran clan kesejahteraan masyarakat; 2'
ekonomi; 3. mencapai kestabilan ekonomi dengan
mengurangi jumlah pengangguran; 5' pemerataan
golongan cian lapisan masyarakat'l2
meningkatkan Pertumbuhan
kesempatan kerja Yang luas; 4'
pendapatan di antara berbagai
@ktrL]korromiDalarlSisternPerk<rrrotni:lrr1nd6ng5ia,http://\,'ww.crai'onpedia.o€/
mu,,/RSF:Peiaku-Pelaku Fkonomi, dirrkses tangg"rl 9 April 201 l' hlrn' 1'
rr Gi'a'iar Ir.a.ta.^r*itr, pera' pclak* ljkonorni D:rlarn Sistcrn Ekolonri Pancrsila, Disampaikln pada ltapat
Keria RP7 Pusrt,Jakrrta, 3l)esember 1997' hlm' 2'
t: CravorrPedi a', OP.Ch',hlm' 2'
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Berbagai sistem perekonomian c{i dunia ini diorganisasikan berbeda-beda yang
sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai budaya, pandangan politik dan
idiologi ekonorni dari masyarakat. Pada dasarnya sistem ekonomi yang dianut oleh
berbagai negara merupakan hasil perken-rbangan sejarah serta tanggaPan suatu
bangsa atas pergolakan zaman.
Dalam garis besar sistem ekonomi yang dipraktikkan di berbagai negara
dibedakan kepada tiga golongan, yaitu ekonomi pasar, ekonomi perencanaan pusat,
rlan ekonomi campuran.Pertnnrn, Sistem Ekonorni Pasar atau Sistem Ekorromi Liberai
atau dikenal clengan istilah sistem ekonomi Lnissez Frtire aclalah sistem perekonomian
yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian
kepada ntasing-masing inrlividu untuk ltlemperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya.l3 Filsafat atau ideologi yang rnenjat{i lantlasan sistem ekonomi ini adalah
bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekouomi dibcri kebebasan untuk rnelakukan
kegiatan-kegiatan )zang akan rnemberikan keuutungan pada clirinya, tnaka pada
waktu yang saffra rnasvarakat akan memperoleh keuntunga.ll juga. Adarn Smith
cialarn bukunya Ttte Wenltlt of Nntion (1775) menunjukkan bahwa kebebasan berusaha
clidorong oleh kepentingan ekoiromi pribadi merupakau pendorong kuat menuju
kemakmuran.la Dalam sistem pasar bebas ini, c{apat rnenciptakan efisiensi yang
cukup tinggi cialam mengatur kegiatan perekonomian, dimana pemerintah sama
sekali tidak campur tangan dan tidak berusal-ra mempeltgaluhi kegiatan ekouomi
yang dilakukan masyarakat. Ciri dari sistem pasar ini adalah: 1. setiap orang bebas
memiliki alat-alat produksi; 2. adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing;
3. campur tangan Pemerintah dibatasi; 4. para proc{usen bebas menentukan aPa
dan berapa yang akan diproduksi; 5. harga-harga dibentuk cli Pasar bebas; 6.
produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapat laba serta semua kegiatan ekonomi
didorong oleh prinsip laba.ls
Ke dun, ekonomi perencanaan pusat/ sosialis aclalah merupakan sistem ekonomi
yang cliterapkan pada negara-negara komunis, yaitu sistem ekonomi dimana
pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan.
Sehingga dalam hal ini segala sesuatunya harus cliatur oleh negara. dan
dikomandokan dari pusat.16
13 S:rdono Sukirnr:, O1>.Cit., hhn. 66.
r{ Crayonpedia, Op.Cit., hlm. 3.
t5 [bid.,hln.3
16 Sadono Sukirno, Op Cit., hhn. 68.
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Ciri sistem ekonomi terpusat adalah : L- semua sumber daya ekonomi dikuasai
oleh negara;2. seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama' Semua
perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta; 3' segala keputusan
mengenai jumlah clan ienis barang clitentukan oleh Pemerintah;4' Harga-harga dan
penyaluran barang dikendalikan oleh negafa; 5. semua wafga masyarakat adalah
karyawan bagi negara.17
Ketign,sistern ekonomi camPuran adalah sistern ekonomi yang dikendalikan
dan cliawasi oleh Pemerintah tetapi masyarakatmasih mempunyai kebebasan 
yang
cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka
jalankan. sistem ekonomi yang merupakan camPuran atau perpaduan antara sistem
ekonomi pasar/liberal tlengan sistem ekonomi sosialis atau perencanaan pusat'
Mekanisme pasar rnasih tetap memegang peranan penting dalam menentukan
corak kegiatan ekonomi ,Yang tiilakukan masyarakat' Di dalam sistem camPuran
ini, tujua^ calrrpur tangan Pemerintah adalah unfuk rnenghindari akibat-akibat yang
kurang menguntungkan claripacla sistetn pasar bebas'
Campur tangan Pemerintah dalarn perekonomian tlapat dibedakan meniadi 
3
(tiga) bentuk, yaiturs: 1. berupa peraturan-peraturan yang bertuiuan untuk mengatur
clan mengawasi kegiatan ekonomi agar diialankan rlalam norfila-norma yang 
wajar'
Peraturan ini dipanclang sebag ai rule of thc yailrc atau aturan permainan daripada
kegiatan-kegiatan ekonomi yang tlilakukan masvarakat' 2' berupa secara 
langsung
melakukan kegiatan ekonorni. Di Inrlonesia campur tangan Pemerintah itu cukup
luas yang dibuktikan clengan banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh negara' 3'
,Jengan melakukan kegiatan fiscal (kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran
pemerintah) dan kebijakan moneter (mengatur dan lnengawasi kegiatan sektor
keuangan) dengan tuiuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat tanpa
mengalami in{lasi.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalahle: 1.. sumber daya yang vital dikuasai
oieh pemerintah; 2. pemerintah menyusun peraturan, perencarunn' dan 
menetapkan
kebijakasanaan di bidang ekonomi; 3. swasta diberi kebebasan di bidang-bidang
ekonorni dalam batas kebijaksanaan ekonorni yang tlitetapkan Pemerintah; 4' hak milik
swasta atas alat procluksi cliakui, asalkan penggqlaannya tidak merugikan 
kepentingan
r? Cravorrpeid a, OpG t -' hhn' 2'
r* Sadono Sukirno, Op.Cit.'hln' (r8
rr Crar,onpedi t'r, Op.Ci t., hlm. 3.
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umum; 5. pemerintah bertanggung iawab atas jaminan sosial dan pemerataan
peldapatan; 6. jenis dari jumtah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
Dalam suatu perekonomian dikenal 4 (empat) jenis keputusan, yaitu keputusan
yang berkaitan dengan apa yang akan diprocluksi, seberapa banyak produksi,
bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana alokasi produk tersebut. Sehingga
berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan, dikenal2 (dua) sistem ekonomi,
yaitu ekonomi pasar dan ekonomi komando.
Berd_asarkan tinjauan tersebut, maka clalam sistem ekonomi Pasar keputusar-r-
keputusan di atas diambil oleh pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar yang
juga disebut sebagai rnekanisrne harga atau dapat clikatakan pengambilan
keputusan sangat terdesentralisasi. Sedangkan pacla sistern ekonomi komanclo,
keputusan ciiarnbil berdasarkan kotnant{o atau perencanaan terinci.20
Kegagalan Sistem Ekonomi Pasar
Sistem ekonomi pasar merupakan sistetn.Vang cliprerkenalkan oleh AdarnSmith
dalam bukunya Tlrc Wenlt of Nation yang dalam buku tersebut tligambarkan bahrva
"pasa{' sebagai model terbaik dari sistem ekonomi",2r nanlun sudah berkali-kali
sistem ini sering bermasalah dalam menjalankan fungsir-rya.
Tujuan yang henrlak dicapai olel'r kapitalisrne tlan sistem ekonomi Pasar adalah
untuk memastikan pertumbuhan ekonomi c{ari tahun ke tahun, dimana ekonomi
tumbuh secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi di ukur c{engan GDP (Gross
Dontestic Prorhrct), yaitu nilai uang dari semua bentuk barang dan jasa dalam satu
ekonomi negara tertentu.
Faktanya banyak keambrukan, keterpurukan, kelesuan, depresi teriadi akibat
sistem ekonomi pasar sebagaimana konsep Adam Smith tersebut. Namun bagi
pendukung sistem pasar bebas kejadian tersebut merupakan kejadian yang wajar
rlalam suatu perputaran bisnis yang berulang. Menurut Clement Juglar, bahwa
terjadinya perputaran bisnis memerlukair waktu 8-11 tahun. Sedangkan menurut
ekonom Joseph Schumpeter, perputaran bisnis Juglar memeriukan 4 (empat) tahapan,
yaitu : 1) ekspansi (peningkatan produksi c'lan harga, rendahnya suku bunga); 2)
krisis (ambruknya pasar saham dan kebangkrutan perusahaan dirnana-mana); 3)
?" Ginanjar Kartasasrnita, Op Cil., hlm. 3.
2r Hizbut Tahir, I(egagalan Irasrrr Beltas, http:/ /hizl;ut. tahrir.or.id /2i)i)9 /04 /2fllkegagalan-lesarlrcbas, diakscs
tanggal 9 April 2011, hln. 1.
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resesi (jatuhnya harga dan produksi barang, tingginya suku bunga);4) kebangkitan
(saham kembali bangkit karena harga yang murah dan turunnya pendapatan)'22
perputaran bisnis adalah tipe fluktuasi yang cliternukan pada sekumpulan aktivitas
ekonomi negara-negala yang mengorganisir sistem kerjanya pada usaha bisnis:
perputaran bisnis memiliki tahap ekspansi yang terjarJi secara bersamaan 
pada
setiap aktivitas ekonomi, yang diikuti dengan kondisi resesi secara 
umum'
selanjutnya ke situasi kontraksi,lalu kondisi pemulihan 'f angkesemuanya berpadu
ke fase ekspansi dalarn perputaran berikutnya; dari segi durasi 
perputaran bisnis
berkisar sari satu tahun hingga sepuluh atau ua belas tahun; semua 
ini tidak bisa
dibagi meniadi perputaran bisnis yang lebih singkat dengan sifat 
yang sama'23
Perputaran bisnis tersebut merupakan cala bekerianya sistem 
perekonomian
atau biasa vang elisebut eleugan Konsep Perputaran Rclcla Perekonomian' 
yang clalam
keadaan biasa (scelerhana) akan rJapat berialan normal tanpa perlu pengaturan 
yang
ketat clari pemerintah. sehingga clala'-r rrar i.i pasar tlapat rnengatur segala.ya
clengan baik clan selnpurna. Dengan perkataan lain seolah-olah 
sistem
perekonomian tersebut clapat bekerja sccara otomatis rnelalui tangan kuat 
yaug
. 
mengatulnva ciali luar atau tlrc irtt'isible lmnd'
Namun kenvataannya mekauislne Pasar titlak clapat rnemberikan iaminan 
dapat
berjalan elengan semPurlla taupa tlistorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat
yang lebil-r luas. Banyak clijumpai kerryataan bahwa pasar bebas rnenghasilkan
banvak kekurangan, kejanggalan lnaupun kecurangan atau kerugian di 
pihak
ko.sur'en. Bahkan clala.r jalgka par-rjang terjacli kecenderullgan pengelornpokan
produsen tertentu,val1g lllellguasai pangsa Pasar sccara tlotninan
walaupun ekonorni pasar rnerniliki kebaikan-kebaikan, antara lain 
: 1) pasar
clapat ffrernberikan informasi VanB lebih tepat; 2) pasar mernberikan Perangsang
kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka;3) pasar rlemberikan
perangsangan untuk memperoleh keahlian modern; 4) pasar menggalakkan
penggunaan barang tlan faktor produksi secara efisien; dan 5) Pasal memberikan
kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan 
ekonomi'24
Narnun kenyataannya sistem ekonomi pasar tersebut sangat 
luas' rumit dan
sulituntukclilacak,climanapersaingantlalamsisteminicukupketat'Dalamhalini
2? lbid., hlm. 2.
21 Ibid.
:i Saclono Sukirno, Op'Cit" hlnr' 44-45'
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sistem ekonomi pasar memiliki beberapa kelemahan/keburukary sebagai berikut :
1) kebebasan yang titlak terbatas menindas golongan-golongan tertentu; 2) kegiatan'
ekonomi sangat tidak stabil keaclaannya;3) di dalarn sistem mekanisme Pasar akan
timbul kekuatan monopoli yang merugikan; 4) mekanisme pasar tidak dapat
menyerJiakan beberapa jenis barang secala efisien; 5) kegiatan konsumen dan
produsen mungkin menimbulkan eksternalitas (akibat samping) yang rnerugikan'
Dari kelemahan tersebut terlihat bahwa ternyata sesungguhnya perekonomian
pasar iauh dari seffrpurna, ,limana sulitnya mendapatkan informasi pasar yang
mencukupi bagi konsumen maupun proclusen mengenai harga, kuantitas, dan
kualitas Procluk serta sumber. Bahkan terkadang untuk menclapatkau suatu
informasi diperlukan biaya .vang tinggi, ditambah keberatlaan skala ekonomi
cliberbagai sektor utama perekonomian menciptakan hambatan masuk (entry bnrrier)
bagi pelaku usaha yang ingin berusaha pada sektor yang saffIa' sehingga pada
gilirannya hal c{i atas mer'rgakibatkan alokasi sumber daya ,Yang tidak tepat, c{an hal
ini merupakan yang ticlak cliharapkan oleh negara-negara tersebut ketika mereka
mulai menerapkan ekonomi pasar di negara mereka'
Bahwa faktor utama kegagalan,Jan keterpurukan ekouomi Pasar aeialah karena
tidak tersedianya aturan main atau kelembagaan lebih dahulu c{i dalarn Pasar yang
akan rnengarahkan pelaku ekonomi dalam pasar'. Dalam hal ini aclalah ketiadaan
dan ketidaksiapan kelembagaan'hukum ekonomi sebagai kelembagaan yang
melintlungi pasar. Perangkat hukurn clan institusionalnva, kalaupun atla masih
sangat lernah guna menriukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan
efesien. Tanpa aclanya sistem hukurn yang mapan, rnisalnya segala konh"ak dan
perjanjian bisnis hanya akan tinggal cliatas kertas, l-rak cipta hanya sebuah buah
bibir, dan kurs atau mata uangpun bisa berubah kapan saja. Dimana situasi kepastian
hukum begitu minim, jelaslah bisnis tictak akan berkembang begitu baik.2s
Kondisi ini menyebabkan kegagalan pasar yang merupakan ketidakmamPuan
dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien tlan menimbulkan
keteguhan clalam kegiatan clan pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi ini maka
sebagian besar negara di dunia saat ini tidak lagi sepenuhnya menerapkan sistem
ekonomi pasar. Namun lebih banyak menerapkan sistem ekonomi camPuran, /aitu
sistem ekonomi pasar yang elisertai campur tangan pemerintah dalam mengatur
kegiatan ekonominya. Bentuk campur tangan Pemerintah adalah dalam bentuk
15 Nlichael p. 'Ibdaro dan Stephen C. Smith, PazlnnQanan Ekanorni li I)miu lQti.g,F-rlangga'Jakarta' 2C)03, hLn' 81'
Dhaniswara K. H. Konsep Pembangunan^ 575
rnembuat peraturan-peraturan, rnenialankan kegiatan fiskal dan moneter 
dan secara
langsung menjalankan kegiatan ekonorni'
Peran Hukum dalam Ekonomi Pasar
Tidak berfungsinya sistem Pasar adalah disebabkan karena ketidaksediaan
kelembagaan non pasar yang elapat rnengarahkarr perilaku pasar' Lembaga 
non pasar
tersebut adalah lembaga hukum khususnya hukum ekonomi yang 
kuat' Kelembagaan
hukum ekonomi yang kuat ini menurut Erman Rajagukguk adalah kelembagaan
lrukum ekonomi yang mampu rnenciptak anstnbility, predictnbitity 
danfninrcss'26
Negara Kesatuan Republik lndonesia telah melakukan pilihan untuk
mengembangkan suatu sistem hukurn yallg menclukung ekonomi pasar 
(ntnrket
,ronor,ryl.Penggunaan hukum secara saclar untuk mengubah atau 
mengernbangkan
masyarakat Inclonesia rneniatli masvarakat vang mendukung ekonomi 
pasar tersebut
meillang dimungkinkan mengingat hukum clapat difungsikan sebagai 
"a tool of socinl
engineering", suatu alat unfuk rnerekayasa sosial' Di samping hukum' 
memang masih






Lebih lanjut menurut satiipto Rahardio,s bahwa ekonomi kurang dapat bekeria
dan melakukan Pelencanaan eleugan baik tanpa didukulg oleh tatanan 
normatif
yang berlaku, yang tirlak lain aclalah hukum atau clengan kata 
lain tanpa adanVa
rlukungan yang kuat tlari kelembagaan hukum ekonomi yang ada 
sudah barang




dan membawa dampak yang luas bagi reformasi sistem ekonomi 
yang berclasarkan
pada teori apa yang rlibutuhkan bagi pembangunan ekonomi sebagaimana
disampaikan oleh David M. Trubek, Guru Besar university of wisconsin'2e
:" l)cq.'i,\r'u Pitaloka, Op'Cz7'.hlm' 3'
2t Satjipto n^ftt'aio' il''n floi"'''cct'5' P f' Citrrr '\dit'va tsakti' lJrurdung' 20i)0'
r* Satiipto Rah.ral.r, il-ifr".disrne, Kapitalirrt*. J"" I Iukrrrn l 'rdonesia,'i dalam 
b'ku "'f;''z'-'fr'v l-ain Dai Haknn
D i I u! o nui a,i' Penerbit Buku Korlpas' J akarta' 2003' hhn' 2 t'
r, l)a'id \[. Trutrek, *2002-2003 1]l-l{c .innrral l{eport: l,'.*v ^'tl lllconomic De'elopment: Critiques 
and
Bevo'd,,, clisampaikan p"a" .ip,1"g confcre'ce I Ian a.6 L:.r'Sclr..l, -\pdl 
13-14 2003, h;n' 1'
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Oleh karenanya, ekonomi pasar dan kelembagaan hukum ekonomi merupakan
satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun terkadang. perkembangan
kelembagaan hukum ekonomi clapat selalu tertinggal dari perkernbangan ekonomi
pasar. Namun sebaliknya seharusnya kelembagaan hukum ekonomi selalu
mengikuti perkembangan ekonomi pasar sebagaimana disampaikan oleh Adarn
Smith (1723-1790). Guru Besar dalam'bidang filosofi moral ahli teori hukurn, dalam
ajarannya mengenai keadilan Qustice). Smith mengatakan.bahwa, "tujuan keadilan
aclalah rrntuk mehndungi dari kerugian" (" tlrc end of justice is to secure.from injury").30
Ajaran Smith itu menjacli dasar hubungan yang tidak dapat clipisahkan antara
hukum dan ekonomi.
Berc{asarkan uraian tersebut, marka peraltan hukurn }'ang sangat penting bagi
kehidupan ekonomi terutama bagi keberlangsungall ekonomi Pasar adalah
kernampuair untuk mempeltgaruhi tingkat kepastian dalam l-rubungan antar
manusia di claiam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, bahwa
ekonorni modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-incliviclu
merupakan determinan-determinan tindakan-tindakanekonomi dan oleh karenannya
merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang tnenentuk artekuilibrittrtr ekonomi
dan stabilitas ekuilibrium yangtelah dicapai itu. Pengusaha, pemberi kapital, pemilik
tanah, pekerja dan semua konsurnen berbuat sesuai rencarla yang diperkirakannya
akan rnemberikan hasil yang n'nksirnurn. Di clalam suasana kornpleks dunia modern
sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepahrya kejatlian-keiadian
yang mendatang dapat diramalkan sebelun-mya.3l
Konsep Pembangunan Hukum yang Pro Pasar
Kegagalan pasar adalah alasan utama untuk intervensi pemerintah di bidang
ekonomi, sekaligus pula harus rnembuat hukum untuk mengarahkan kegiatan
ekonomi itu. Sebagaimana pernah diamati Robert W. Gordon, bahwa "hukum"
adalah salah satu ciiantara berbagai sistetn.32
Oleh karenanya ekonomi pasar sangat membutuhkal'l peran Pemerintah, dirnana
peran Pemerintah tersebut dibutuhkan sebagai forum untuk menentapkan RuIe of
v'l).I). Raplrael R.L. i\tceks chn P.G. Stein, e.d, J z,lz res on Jui.rprade n*,|)iler\ Fund,Ildianapolis, 1982, hlm. 9.
3t Srrtiipto ltahrrrclf o, I Iakun dan 1\,Ia.yara,€ad l)cncrbit ;\ngkasl, Brrndung, 1980, hhn. 1 5.
3rRol;crr \\{ (lordol, .,Nerv Dcveloprnerlfs I1 l,eg..rl Theor}i" dalarn l)avicl Kairys, ed,'l'he Politic: oJ Itn,A
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tlrc gnmedan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan(enforce) dari rule of
the gameyang telah ditetaPkan'33
Menurut Smith, peran negara atau pemerintah itu hanya sebatas fungsinya
sebagai "penonton" ("in partinl spectator").3 Dalam hal ini negara atau Pemerintah
harus melakukan intervensi kalau mekanisme pasar gagal. Artinya, pemerintah
hanya boleh masuk untuk menyeimbangkan pasar, dimana jika tidak ada intervensi
pemerintah akan menirnbulkan clistorsi. Dalam hal terjadinya monopoti alamiah
(nnturalmonoPolY)-
Prasyarat utama yang diperlukan untuk dapat mengembangkan sistem hukum
yang dapat berfungsi dengan balk(zoell-functionfug)bagi suatu ekonomi Pasar adalah
mempersiapkan seperangkat hukum tertulis ,Yang secara jelas dan jernih mampu
menunjukkan batasan-batasan hak serta pertanggungjawaban inclividual clan yang
relevan tlengan kebiiakan ekonomi )/ang pro mekanisme pasar'
Reformasi hukum sebagai suatu uPa\ra petnbaruan yang menyeluruh harus
segera clilakukan. Paling kurang yang harus segera rlirnulai adalah melaksanakan
reforrnasi hukurn sebagairnar-ra clinyatakan daltrrn unclang-undang Nomor 25 
Tahun
2000 (ProPenas 2000) bahvva:
Programincluk pembangynal hukurn meliputi : pembentukan peraturan
perundang-,*aurigu',, p"tr:'rb".dayaan lembaga peratliia' dan penegakan hukum
lain, penuntasan kir,rrlkurus korirpsi clan-hal isasi rnanusia, serta pelingkatan
kesaclaran n,rtrrTl masyarakat. Untuk selanjutnya reforrnasi hukurn ini harus
cliperluas ciengan rencana 
-Vang clinl'atakan clilam pcmtrangunan 
jangka panjang'
sebagaimana rlinvatakau clalar-u Rrin Pemt'rangunin Jangki Panjang Tahun 2005-
2025.
Pernbangunan hukum cliarahkan untuk tneuclukun g terwujudnya peltumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan,- mengat-uf gelm.asalihan yang berkaitan dengan
ekonorni, teruotama .lunia usaha a# arrrriu inclustri, serta terciptanya,kepastia.
investasi, t*r.riur,'u pe.egakan dan perlintlungan hukumnya' Pembangunan
hukum;.rgu .iiuruhkar', ,rit,rk *",rgliltu"gfo." femungkinan terjadinya tindak
pidana korupsi serta Tu*!y tt "tiut gu.ti dan rnenvelesaikan secara 
tuntas
permasalahan yang terkait KKN. Pernfangu.an hukurn dilaksanakan melalui
pembaru an rrri"ri "hukum, denga n te tap rnerlp e rha tikan kemaj emukan tatanan
hukum yur-,g b"rlaku cla' p'"rrgurrr1t gloLalisasi sebagai -upaya untuk
meningkatkan kepastian dan pJtfi".T""gan-tukum, penegaka. hukum dan HAM'
kesarjaran .-rrtJ*, serta p"tuyurrut-r"hukum yu;q berintikan keadilan dan
kebenaran, ketertiban clan keselahteraan da_lam rangka-penyelenggaraan 
negara
yangmakintertib,teratur,iancarsertaberdayasaingglobal"'
rr Bismnr Nasr'rtion, Op.Cit.' hhn' 2'
s Adam Snritlr, ,4z Inqairy inlo ip nahn c an4 r.a14'at oJ tlte uea/t of naliou.Penstrit,,Book, l'ondon, 
1979, hlm' 397'
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Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah harus melakukan
pembangunan hukum. Pembangunan3s hukum memPulryai makna yang menyeluruh
dan mend.asar dibandingkan clengan istilah pernbinaan hukum atau pernbaharua'
hukum. ,pembinaan hukum' lebih merlgacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan
efisiensi hukumr. 'Pembaharuan hukurn menganclung Pengertian menyusun suatu
tata hukum untuk menyesuaikan dbngan perubahan masyarakat. oleh karena,
pembangunan hukurn ifu tidak hanya terfuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi
iuga patla struktur atau kelembagaan hukum dan pada buclaya hukur';r 
masyarakat '
Dalam rangka meningkatkan tlaya saing bangsa, politik hukum di Indonesia
mengarahkan pernbangunan hukum untuk menclukung terwujuclnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelaniutan, tnengatur perrnasalahan yang berkaitan dengan
ekonomi, terutama dunia usaha t{an dunia inclustri, serta ntenciptakan kepastian
investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum'
Pembangunan hukum iuga diarahkan untuk rnenghilangkan kemungkinan
terjarJinya tirrdak pidana korupsi serta mamPu menallgani dan menyelesaikan secara
tuntaS permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisrne (KKN)' Pembangunan
hukurn dilaksanakan rnelalui pembaharuan materi hukum dengan tetap
memperhatikan kemaiemukan tatanan hukurn yang berlaku dan pengaruh
globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum,
penegakan hukurn dan hak-hak asasi manusia (HAM)'
Menurut Cheryl w cray rnengenai p'rrasyarat agar suatu sistem hukum dapat
berfungsi denganbaik, clalam publikasi TlrcWorld Bmtk Pott't'fi Rafurctiott mtdEcorrorrty,
dalam tulisannya yang berjudul "Reforrnittg fugnt systenrc in Deuelopitrg andTrnnsition
Cotmtries", menyatakan bahwa terdapat tiga prasyarat penting yang perlu
@auuPav,Juntuknrcntranstbrmasikanrn,rsyaraklttlaristutukorrdisikekorrtlisiyang
le6ih 6aik. Oleh karena itu, proses transformasi harus dilrahkau plcla (1) perranggalan nilai-r'rilai lama 1'ang tidak lagi
relevan tle.ga' kebutuhan, tantangin clan korrteks z.^rr'Llrtt, (2) i\bditrkasi dan revitalisasi nilai-nilai lama 1'ang masih
relevan d"rrg"n kcbunrhan, tantarrlan dan konrcks zaman, (3) Penemuan dan pernasYarakatan nilai-nilai bam yang
4ipelukan rintuk lrcrinteraksi dengan lingkungan ),arlg scnantiasa bembah dau untuk rnenilivab perrn'rsalahan llartt
y,ang dibawa oleh perubahol P"rrl*b"rg..an achlah ruo,r, .lp.uo uutuk rnentransformasikan masyarakat dari suatu
kondisi ke kondisi ynng lebih baik. Oleh karcna itu, proses transtbrrn,rsi hrrrtrs diatahkafl pada (1) penanggalan nilai-
nilai larna yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, ;antangan dan konteks zaman' (2) i\{oditrkasi dan revitalisasi nilai-
nilai lama yang masih relevan.l.^g,* kebutulran, tantangan clan k<xrteks zltman' (3) Penemuan dan pemasya(rkatan
'nilai-nilai baru yang dipcrlukan untuk berintcr,rksi.le,rg,i,r lingkungan 1'ang scnafltiasit l;etubah dan ultuk meniarvab
permasalahan baru yang dibawa olchperulmhan. Pendapat ini dikernukakan olch Warclirnnn Dfoionegnro, ketika 
meniadi
pembicara kunci pacla Kongres III ISKI cli \bgyakaita. Lihat Acli Sulistiyon <s, Pembangrnan Hakan lJkonorui Ualak
A4rndakangpenc@aian l/isilndonesia 2()l0,Disanpaikan Pncla Pitlaro Peneukuhan Guru Besar IIukum l:ikonorni
Universitas Sebelas l\Iaret, Solo Tahurr 2007,htm' 4'
\6 lbid-, hlm.5.
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diperhatikan agar sistem hukum dapatberfungsi denganbaik dalarnsuatu ekonomi
pasar, yakni tersedinnya lrukum yang raffinh terhadnp pnsilr (market-friendly lauts) , adnnya
kelembagaan yang mampu s€cah.l efektif ruenernpknn dnn nrcnegakkan hukum yaflg
bersangkutan; dan ndanya kehutuhan dnri pnra pelnku pnsor stss lntkunt dnn perundang-
undnngan dimakwrl.3T
Terkaitclenganpembentukanhukumyangilmrletfriendt4 terdapattantanganberat
lainnya bagi Intlonesia, yaitu tantanl;an clalam mewuiudkan Prasyarat pembentukan
hukum yang nmrkelfriendly. Menurut kajian Thomas M Franck,s terdapat kenyataan
bahwa pembentukan hukum di negara berkembang menghaclapi persoalan untuk
melaksanakan secarabersamaaan tiga tahap pernbangunan hukutn berkenaau dengan
politik yang tlilewati negara-negara moclern industrialis, yakni tahap unifikasi,
inrlustrialisasi dan tahap socinltuclfnre. Ketiga tahapan ielsebut merupakan pendekatan
sebagairnana vallg clikemukakan clleh organski, vzrkni:3u 1) tahap pertama berupa
unifikasi dimana yang menjacii perrnasalahan atlalah integrasi politik dari suatu
masyarakat atau pernbentukan negara kesatuan. 2) tahap kedua berupa industrialisasi'
climana yang meniadi permasalahan utama aclalah perjuangan modemisasi ekonorni
dan politik, dan clalam tahap ini pemerintah dituntut untuk berfungsi sebagai
penrlorong pertumbuhan elit baru, antara lain prara professional di bidang industri
dan memprornosikan prinsip-prinsip akumulasi tnodal. 3) Tahap ketiga adalah tahap
pergeseran peranan pemerintah untuk menjacli pelindung masyalakat clari kekerasan
kehiclupan in<lustri dengan mengagenclakan program-proglafiI kesejahteraan'
Berkenaan dengan pernbentukan hukum yang berhaclapan dengan kepentingan
pembangunan ekonomi yang nmrket-frientlly, Cheryl W Grav menyatakan bahwa'{o
secara umum terdapat clua kemungkinan sumber hukum substantif, yakni lnme grown
atau perundang-undangan"hasil cangkokan ' (legislntion trnnsplnnted) yangkeselurulran
atau beberapa bagiannya merupakan hasil adaptasi dari perundang-undangan negara-
negara yang sistem ekonomi pasarnya sudah memadai' Di satu sisi cara mengimpor
hukum secara cangkokan dapat rnemberikan keuntungan rlalam rangka rnelciptakan
-moclel-moctel uii-awal. Namun sesuai sifatnya yang merupakan cangkokan maka
ukunrl)iNe.garaSeclatrel]erkenrbrrrrg(R'irrgkasanRcdaksiJunralI'Iukrunl]isrris
atas makalah Cl.rervl \V (]ra,tr, ..lle fo.ning l*g^l Sj..t.ms rn Dcvek>ping :rnd 
-I'ransition Countries"),.frraal I'Iakutn
Bz:zrr, Jakarta, hlm. 27.
1*-['homas lI Franck, -I'he Ncrv l)evelopmerrt Crrn Anrericair l,rts'itltd L,eg:rl Institutions l-Ielp Developtng
Countries?, hln. 800.
r"\x/rtllace Nlendelsons, L,aN and The Dcvelop0rent ()f Nrrtions, hlm- 223'
.,,Chcrrl W Clrar', Refr:1nlsi I lukum..., Op. Cit.
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dan kejernihan tentang status. Di sarnping fungsi hukum yang memberikan
pre,Jiktabilitas tlapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan 
ketegasan
mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat' 
2' hukum iuga harus
senantiasa rliusahakan agar clapat menampung berbagai gagasan 
baru serta
disesuaikan denga* kondisi-ko'tlisi yang berubah apabila hendak 
memperoleh
tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya' Kinerfa lembagaJernbaga 
yang tidak sesuai
bagi peningkatan efisiensi harus'segera <lapat clioptimalkan agar 
tidak rnenjadi
hambatan bagi aktifitas ekonomi. Guna lllenarlPung kebutuhan-kebutuhan 
ini rnaka
lembaga-lembaga hukum itu harus tlapat memainkan Pcranarulya 
yang penting cli
,lalarn penyesuaiankeatlaaniclea-iciea clankontiisi yangcepatberkernbang' 
3' strategi
pernbangunan hukutn ekonotni cli Inclonesia perlu juga memperhatikan konsep
pembanguna* hukurn ekonomi bcrkelaniuta. (sllsfni nnble t'cottorric 
ltuo det'elopnrcnt)'
vang melakuken pernbangunan ticlak lagi sekedal melakukan'bongkar 
pasang' pasal-
pasal ,laram suatu unclang-unclang atau per-*buata. u.cla.g-u'c1a.g 
baru saja, tapi
juga menperhatikan clan tnetnberclaYakan clava clukung aspek yang lain' yaitu: 
1)
penclidikan hukum, 2) reformasi substansi hukun1' 3) rlekenistne penyelesaian
sengketa yang berwibawa clan eiisien;4) pernbertlavaan etika bisnls' 5) menurnbuhkan
jiwa nasionalis paela anggota legislatif; 6) kornitrncn presiden dan wakil presiden'
yang aktifitasnya clilakukan secara kait mengkait, bersama-sama' 
dan terus menelus
saling dukung menrlukung. 4. perbaikan sistem hukurn -Vang meliputi 
struktur
hukum, substansi hukum clan buclaya hukum, tnengingat Vang 
meniadi masalah
utama dikeluhkan oleh investor aclalah kepastian hukum, baik 
mengenai ketentuan
perun,Jang-ur-rdangan yang banyak hal tidak ielas clan saling 
bertentangan' clan juga
mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Erman 
Raiagukguk' ketidak
pastian hukurn akan berpengaruh pada perekonomian' Ada 
3 (tiga) faktor yang
menjadipenyebabtirlakadarryakepastianhukumdilnclonesia,yaitupertanm,hirar.ki
peraturan perunclang-undangan ticiak berfungsi dan masih tumpang 
tinclihnya materi
yang diatur; Kedun,aparat lemah clalam menjalankan aturan; tTanKe tign' 
penyelesaian
sengketa-sengketatlibiclangekonomitic{akbisadirarnaikan,n'.elakukansinkronisasi
peraturan perundang-unclangan dari tingkat pusat sampai tingkat 
peraturan daerah'
dan membatalkan peraturan claerah yang menghambat investasi' 
melakukan
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Penutup
Ber4asarkan uraian tli atas, dapat diperoleh '<esimpulan, sebagai berikut : 1)
sistem ekonomi pasar adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
sepenuhnya clalam segala bidang perekonomian kepacla masing-masing indiviclu
untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini peran
pemerintah tidak ada, semua sistem perekonomian diserahkan kepada individu
pelaku perekonsmian; 2) sistem ekonomi pasar seutuhuya ticlak tial'rat tlilaksanakan
tanpa campur tangan pernerintah. Karena hanya akan membawa paela keterpurukan
perekonomial pasar, dimana peran pemerintah dalarn ekonomi Pasar aclalah dalam
bcntuk rncrnbcrikan aturanhukum; 3)sistcm ekouotli Pasar tar-rpa dukungan hukum
terutama hukurn ekonomi tidak clapat berialan sesuai dengan fur-rgsinva menuju
pada kese.iahtcraal rlan kemakilurarn. Karcna peranan hukurn sangat per-rting bagi
ke6iciupal ekonorni terutama bagi keberlangsungan ckonotni pasar, t{itnaua hukum
merrlpurlyai kemarnpuan untuk mempengaruhi tirrgkat kepastian dalam hubungan
antar rnanusia t1i clalam masyarakat pelaku perkonotnian; 4) untuk berperannya
hukurn clalain perekonorniarr pasar harus clilakukan pembangunau hukum oleh
pemcrintal-r baik clengan pembcntukan peraturan perundang-uuclangan maupun
dengan trasplantasi hukum, rlengan r-lidasarkan parJa suatu konsep pembangunan
lrukum scbagai bcrikut : a. pernbangunan l-rukum )'ang ttutrket friendly; b-
pembar-rgunall hukutn yang menerapkan kol'tscp tlalam ilrnu hukurn Vang
mempunyai pcngaruh bagi pengembangan kehiclupan ekonomi yang meliputi :
preditabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi daripada tujuan-tujuan'
mempunyai pengaruh terhaclap bidang perekonomian, faktor penyeimbangan/
akomociasi, clan definisi dan kejernil-ran tentang status; c. hukum yang senantiasa
dapat menampung berbagai gagasan baru serta clisesuaikan clengan kondisi-kondisi
yang berubah; cl. menerapkan strategi pembangunan hukum ekonomi yang
memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (susf sinable
ecornnric Inrp tleuelopnrctrt), yaitu mclakukan pernbangunan tidak lagi sekedar
melakukan'bongkar Pasang' pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau
pernbuatan undang-unclang baru saja; e. perbaikan sistem hukum yang meliputi
struktur hukum, substansi hukum dan buclaya hukum untuk tercapainya kepastian
hukum; f. clengan melakukan sinkronisasi peraturan Perulldang-undangan.
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